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KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang DA

Mengingat t L

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang
lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan
dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat
Nasional, Tetap, dan Mandiri;

bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Dacrah, serta
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun
perencanaan scbagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
memuat Program  Pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 -
2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyclenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);




Memerhatilea

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

+

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3;

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
EKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nemor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota,
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

1. Berita Acara Rapat Penc Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan Nomeor : 112/BA/II/2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019, Tanggal 29
Pebruari 2016

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN
2015 -2019

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019;

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah Dokumen Perencanaan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk
Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2015
sampai dengan 2019;

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, meliputi Uraian Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas
sesuai dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Tahun 2015 - 2019 scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan;

2. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/
Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
dan pemangku kepentingan lainnya;




3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan  program/kegiatan lingkup Komisi
Pemiliah Umum Kabupaten Tabanan, dan

4. Penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
' Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 2 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

TTD

LUH DARAYONI

SBalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum

I MYOMAN SWANDIKA




KATA PENGANTAR

Perencangan yvang baik merupakan pijakan wwal untuk mencntukan arah kebifakan vang strategis
riglalui penetapan program dan kegiatan yang tepai. Perencannan yang bersifat strategls merupakan acoan bagl
semun pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantsuan/monitoring, dan mengevalunsi
program agar sasaran kegiatan yvang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efekiif dan efisien.

Rencann Strateges (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 201 5-2019 merupakan
pedoman selama limn tahun ke depan sertn panduan pelaksanasn wgas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tabanmn,
yang disusun dengan mempertimbangksn perubahan Lingkungan strategis, terutama yong menyanghkut pobensi,
peluang, ancaman, kekoatan, dan permasalahan YANE dihadapl KPU Kabupaten Tobanan, Renstra dirumusksn
untuk menjaci arakan bagi seluruh jajaren KPU Kobupaten Tabanan don para pemanghu kepentingan dalam upava
iencapal sasaran-sasaran vang telah ditetaphkan,

Renstrn ini juga disusun dengan berpedoman pada RPIMN 2015-2019, dan Renstra KPU Tahun 2015-
2019dan seknaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilon pencapaian sasaran, agenda dan
misi pembangunan, serta visi lndenesis 2019, sehagafmana diamanatkon pada RPIMMN 2015-2019, demikian pula
wisi dan misi KPU.

Mengingnd hol tersebut, maks semua unit kerju, pimpinen dan staf’ KPU Kabupaten Tabanan haris
melaksanaknnnnyn secara akuntabel don senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin
keberhasilan pelak=anaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPL Kobupaten Tabanasn 2015-2019 yaim
Mergfouli Pevnefosimnirg Moy Lmen oo Porsliiom vuge Vissiel, Profedonnd, doee Nerlunggrdies s Ferwipfedig
P v DERER s TERIHE o SADRWU MAWANG ANURAGA (Setic don Bjjakrono menjalenkon Dharma deml
Kecimioon kepoda Rekyot |

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak vang telah berpariisipasi mewujudkan
Renstra KPU Kabupaten Tabaran Tahun 200 5-2019 disampaikan penghargnan dan terima lkasth, Semoga dokumen
perencanaan ini bermaniam dalam mewujudkon Komisi Pemilihan Umom sebagai lembaga penyelenggerna Pemil
yang memiliki inegritas dan kredibilitas.

Tabmnan, 29 Pebroari 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUIM

Balinan sesuai dengan aslinya
SEKRET T K M KABUPATEN TABAMAN
KABUP, N TABANAN TTD

b Bagian Hukum

LUH DARAYONI

NYOMAN SWANDIKA




3I

ﬂl.PTM 181 :

KATA PENGANTAR

BAB | PENDAHULUAN

1.1 KOMDIST UMLUM

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

BAB IT VI51, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN

TABAMAN

2.1 VIST KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.2 MIS1 KOMIS] PEMILIHAN UMUM

2.3 TUIUAN KOMIS! PEMILIHAN UMLUM

2.4 BASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB IIl ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANRGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEG]I NASIONAL

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN

3,3 KERANGEA REGULASI

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB 1V TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PEMNDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.2 KERAMGEA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

HALAMAN

2
4
4
15

18
19
20

i1
21

a3
25
26

27
T
219

33




Perencangan merupakan sebuab proses mendefinisikan tujuan organisasi.membust strafegi untuk
mencapai fujuan iy, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja orgonizasi Tanpa sebunh perencanaan yang
mating, mustahil bagi tgas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karens fn, tidak
berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkaphan bahwa “(f vou fail to plan, you are plamning to fail ™.

Dalam kontek penyelenggarasn pegars dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik

Jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka
quwmmmmmmwmh&mummdmmhumunmwmzs
mmmmtmmFMWHnm.mmMmhmmm
Kementerian/Lembagn  Pemerintah  dimandatkan  untuk  menyosun  Rencann  Strotegis  (Renstra)
Kementerian/Lembaga yang mengacu pads Rencann Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) dan Rencona
Pembangunan Jangka Panjang MNasional (RPIPN).

Sebagai salah satu lembaga konatimsional independen, Komisi Pemilihan Umum telah dismanatkan obeh
Undang-Undang Momor 15 Tahun 2001 untuk menvelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal.
UlmlkuﬁlhiunimplummmidimlnhlmﬂmmmKPUmmTﬂmnmaniwm
Berboagai tantangan dan permasalaban baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring
dengan perubshan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budays masyarakat,

Jmmhmmmtmmmmmmmﬂmnmm
strutegis organisasi yang mampu memetskan potensi dan permasalnhan vang ada untuk kemudian melihat
perubahun lingkungan strategis organisasi dan akhirmys menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi
ﬁllunmwﬂnuﬁﬂimﬂhmniwmﬁmmmmﬁnmhlFﬁnﬂihnUmm(ﬁﬂl}thupm
Tabanan, menyusun Rencana Strategis KPL Kabupeten Tabanan untuk periode 2015 — 2019,

nmmhmmmemmhmmmmmﬂmmm
Jangks Panfang Masional 2005 — 2025 dan Rencann Pembangunan Jangks Merengah Nasional 2015 — 2019,
mmmumﬂmmmhﬂwmmﬂmmumm;mmmm
Penclashan Renstra KL 2015 - 2019, makn Restra KPU Kabupnten Tabanan memieat visi, misi, fujusan, sasrsn
mwmmmmmwymmmwuhrm“mmlmm
mmmmem&mmmm“mwmwmmmmm”mmmm
Resira KPFU Kabupaten Tabanan dibust berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memaat visi,
MLWJm.mmmlk&Mﬂmmﬂmmuﬁmmemwummm
kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dulam melaksanakan tugas dan fungsinya selamn periode 5 (lima)
tahun mendstang,

L1, KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan emum (pemilu} meropakan itk wwal strategis bagi
peningkatan kualitas demokrasl. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam
mengukur  tingkst demokratisas] susty negara. Dalam  sejarah  perjalanannya  Indonesiz telah  berhasil
menyelenggrrmkan pemilu sebanysk 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelas] politik yong melingkupinya.
mmqmmkmmhwmmmmmmmpﬁml




Sebngai lemboga pemerivab yang mandiri, Komisi Pemilihan  Umum Kabupaten/Kote, selanjutnya
disingknt KPU  Kabupsten'Kota, adalah Penyelenggars Pemilu yang bertugas melsksanakan Pemilu di
MMMMMMJWMMWHMTM.KHIMTMMHH
tugis dan fungsi schagaimana diasmanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
hﬂlmmﬂmmmwmum-ummmnmmmm
mengalami penyermpurnsan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.
memelﬁmﬂdFﬂﬂthUmmme
yang sangat penting secara konstitusional fconstitutional importance) dun memiliki kelembagann vang bersifit
mhumemmdnkmmmjtw:hnwmimnummmghmmmMjﬂw
mm.mmmmmmmmmmwmmmmmmumw
Pemilihan Umum;,

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanmn adalab :
1) Tugas dan wewenang dalam penyelenggansin Pemilu anggots Dewan Perwakilan Rakyar, Dewan Perwakilan

Mﬂdmﬂcwu?mnklhnm;wmmm“pﬁut#UUle&TnhnIﬂHmlipuﬁ:

a. menjabarkan program dan melaksanokan snggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota:

b. melaksanakon semus tshspan penyclenggarsan di kabupaten/kota berdasarkan  ketentusn peraturan
perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilmyah kerjanys;

d. mengoordinasikan dan  mengendalikan tohapan penyelenggaraan oich PPK, PPS, den KPPS dalam
wilnyah kerjanya;

& menyampaikan daftar pemilih kepada KPL Provinsi;

L memutskhirkon data pemilili berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintoh dengan memperhatikan data Pemile danatsy pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya schagai daftar pemilih;

g menetaplan  den  mengumumbksn  hasil  rekapitulasi penghitungan suarn Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKots berdasarkan hasil rekapitulasi  penghitungan suars di
PPK dengan membuat berita nosra rekapitulasi sunra dan sertifils rebapitulas sunm;

h. melakukan den mengumumban relapiiulasi hasil penghitungan susrs Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daecrah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Provinsi
di kabupaten‘kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suars di
PPE;

i.muhrhmpmmnuwmdmwﬂﬂkupmchﬂmmmmjm
menyerahkannya kepada saksi peserts Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

I menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Mota  wntuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwnkilan Rakyar Daerah Kabupaten®ots dan mengumombannya;

k. mengumumkan calon anggots Dewsan Mimmumnmmwlmmﬁm
mlokasi jumlah kursi setinp daerah pemilihan di kabupatenfkota yang bersangkutan dan membuat
beritn acarony;

I. menindakianjuti dengon segora temuan don laporan yang disampaikan oleh Panwasle Kobupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi  administratif  dan/atan menonaktifkan  sementara anggoda PPK. anggota PPS,
ummwmmmwmmmmmm




melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunys tshapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
rekomendasi Panwasly Kabupaten/Kota dan‘stnu ketentuon peraturan perundang-undangan;

n. menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaruan Pemilu don/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

o, melakikan evaluasi don membaent laporan setiap tahapan penyelenggeman Pemilu; don

p. melaksanakan tugas don wewenang lain yang diberlkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peramran
perundang-undangan.

2) Tugas dan wewenang KPU Kobupsten/Kota dalsm penyelenggarsan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden meliputiz
.  menjsbarkan progam dan melaksansksn anggaron sertn menetapkan jadwal di kabupatendota;

b.  Melaksanakan semua tshapan penyelenggoraan di kabopaienfootn berdesarknn ketentuan peraturan
perundany-undangan;

c.  membeniuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilnynh kerjanyn;

d.  mengoordinasiken dan mengendalikan tahapan penyelenggamon olch PPK, PPS, dan KPPS dalam
wilayih kerjanys;

e, memutakhitkan data pemilih berdasorkan dota kependudukan vang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atan pemilihan gubernur, bupatl, dan walikots
terakhir dan menetapkannyn sebagai daflar pemilib;

f.  menvampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g melakuknn  rekapiulasi  hesil  penghitungan  sumrn Pemily Presiden dan Wakil Presiden di
kabupaten/kots yong bersangkuian berdasarkan hasil relapitulasi penghitungan suam di PPK dengan
membuat berita acara penghitungan suar dan sentifiket hasil penghitungan suara;

h. membust berita acara penghitungan suara  dan sertifikat  penghitungan  suara  serm  wajib
menyerahkannyn kepads seksi peserta Pemilu Panvaslu Kabupsten/Kote, dan KPU Provinsi;

i.  menindaklanjuti dengan segern rekomendasi Panwasly Kabupaten®ote ams temuan dan  laporan
adanya dugasn pelanggaran Pemilu;

j. mengennkan sanksi administratif den‘atou menonaktifknn sementgra snggota PPE. anggota FPS.
sciretarias  KPU  KobupatenWote, dan pegawail sekretarint KPU  Kabupaten/Bota yang  terbukii
melakukan tindakan yang mengakibatkan lerganggunya tahapan penyelenggarnan Pemilu berdisarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/stan Ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanskan sosialisasi penyelenggaroan Pemilu dandateu yeng berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada missynrakat;

. melakukan evaluasi dan membust laporin setiap mhapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan wgas dan wewenang lain yang diberikon oleh KPL, KPU Provinsi, danfstau peraturan
perunding-undangan.

3) Tuges dun wewenang KPU Kabupaten'Koia dalum penyelenggnran pemilihan bupatitwalikots meliputh
. a.  merencanakan program, snggarsn, dan jadwal pemilihan bupati‘walikotn;
b. menvusun don menetapkan tata kerjs KPU Kabupaten/Kowm, PPE. PPS, dan KPPS dalam pemiliban
bupati‘walikota dengan memperhatikon pedoman dierl KPL dan‘atsn KPU Provinsi;




menyusun dan menctapkan pedoman  teknis  untuk setinp  tahapan  penyelenggamsan  pemilihan
bupati‘walikote berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membentuk PPE, PPS, dan KPPS dalam pemiliban gubernur sera pemilihan bupati‘walikom dalam
wilayah kerjanya;

mengoordinasikan, menyelenggerakan, dan mengendalikan semus tahapan penyelenggaraan pemilihan
bupati'walikota  berdasarkan  ketenmuan persturan  perundang-undangan  dengan  memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atan KPU Provinsi;

menerima daftar pemilih deri PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
memutakhirkan data pemilih berdusarkan data kependudukan yeng distapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikon data pemilu dan/stae pemilihan gubernur dan bupati‘walikot
terakhir dan menetapkannya sebagal daftar pemilih;

menerima doftar  pemilih  dari  PPE  dalam penvelenggaraan  pemilihan  gubemur dan
menyampaikannyn kepada KPU Provinsi;

menetapkan calon bupatifwalikote vang telah memenuhi persyaratamn;

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapliulasi penghltungan suara  pemilihen  bupatl'wallkot
berdasarkan rekopitulasi hosil penghitungan sunrn dari seluruh PPE di wilaysh ksbupaten'kota yang
bersangkutan;

membuai berita acara penghiiungan swara seria membuai sertifikai penghitungan suara dan wajib
menyershkannys kepada saksi peserin pemilihan, Panwashy Kabupaten®ota, den KPU Provinsi;
menerbitkan  keputusan KPU  Kabupaten'Kota  untuk mengesshkan hasil pemilihan  buopatifwalikots
dan mengumumkannys;

mengumumkan calon bupati’walikota terpilih dan dibuatkan beriia acarsnya,

melaporken hasil pemilihan bupati‘walikota kepada KPU melalui KPLU Provinsi;

menindeklanjuti dengan segern rekomendasi Ponwasty Kabupaten/Kota  atas  temuan  don  laporn
adanya dogaan pelanggaran pemilihan;

mengenakan sanksi administratif dan‘atay menonaktifkan sementara anggots  PPK, anggota PPS,
schretaris KPU  Kabupaten'Kota, dan  pegawai schretarint KPU  Kabupaien®ota  wvang  terbukti
melakukan tindakan vang mengakibatkan terganggunya tahapan  penyelenggaraan  pernilihan
berdasarkan rekomendasi  Panwasly  Kabupaten®ota  dan/stan ketentuan persturan  perundang-
undangan;

melnksannkan sosiafisnsi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, den walikota dan‘siau yang
berkeitan dengan tugas KPU Kasbopatenotn kepada masyarakat;

melaksanakan fugas dan wewenang yang berkaitan dengan  pemilihan  gubernur  berdasarkan
ketentuan peraturan  perundang-undongen dan pedoman KPU danfatau KPL Provinsi;

melakukan cvaluasi dan membunt laporan penvelenggaraan pemilikan bupatiwalikots:
menyampaikan hasil pemilihan bupatiwalilkots kepada Dewsn  Perwakilan Rakyal Daerah  Provinsi,
Menteri Dalam Wegeri, bupatl/wallkota, dan Dewan Pervakilan Rakyst Daerah Kabupsten/Kots; dan
melaksanakan fugas dan wewenang lain vang diberiken oleh KPL, KPU Provinsi, dan/stau yang sesuni
dengan ketentuan peratursn perandang-undangen.

4) KPU Kabupaten'Kotm dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakiinn Rakyat Daersh, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota berkewajiban:

7




__

o mcumm-muuhmmpﬂuﬂﬂﬂ-n?mﬂudmummu

b, memperlakukan pesertn Pemily dan - pasangan calon presiden dan walkil presiden, calon  gubernur,
btmui,mwthhmdlmm

€. menyampaikan semus informasi penyelenggarann Pemilu kepadn masvarakat;
mmmnmwmm dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mmmmmummummm:

meinmmmummmmmm
undangar;

k. menyampaikan  laporan periodik - mengenai Mmmﬂmpmﬂukmm:hnlm
Provinsi sera menyampnikan tembusannyn kepada Bawnsh;

i WMMMWWMHUWMMJWMMW
dan anggota KPU Kabugaten/Kota:

J menyampaikan data hasil mmmwmm:mmmm
pmﬁhpﬂinghu?(nguﬂhrlnﬂ-hrﬁq:w di kabupatenkots;

k. melaksanakan keputusan DEPP: dan

mmhmymmmm.mummwmmm

Berdasarkan Pasal 11 UWNWITMEIE.M dan wewenang KPU Kabupaten

Tnhmﬁlnpmjmmup:miﬁmmwmﬂlpuﬁ:

mummkmmumm

b merencanakin dan menetapken jadwal Pmilil'mﬂuhmulhiwmlﬂmnmur:

¢mmmwpmmkwj-mmm.mu-hmmrptmmmmm
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mﬂmﬂuﬂhqubmmdml{m;

¢mmmmmmmmmmmnmum#
AmWHiﬂubum:mulmnkammmmw:

. mengoordinasikan, menyelengparskan, dan mengendnlikan semua  tahapan penyelenggarasn  Pemilihon
Gubernur  dan Wakil Gubertur  sesyaj dengan  ketentean  peraturan perendang-undangan  dengan
memperhaiiken pedoman dari KPL;

2. pemilihan umum Presiden don Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan, senta menetapkannya sebagal daftar Pemilih;
b menetapkan Calon Gubermur dan Wkl Cubernur yang telah memenuhi persyaratin:




l,nm:uplmhnmmuﬂmhullmww:m Pemilthan  Oubernur dan Wakil
ﬁmmmmwmmmmumwmmymw
yang hersanglotan;

j.whumumpﬂmhhmmdmnr&mmhnnpmw“mwih
mwﬂmpkqﬂhnﬁipmﬂ?mﬂihﬂd“h“hﬁnﬂ:ﬁ;

k. menerbitkan Keputusan KPU Provins! untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dun Wakil Gubernur
dan mengumumlannya;

|, mengumumkan pasangan Colon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membunt berit acarmnya,

m, nuhmhnhdlmmimunmhnmﬂmwnitﬁubmmﬂgpmeumum;

n. menindskianjuti dengan segera rekomendasi Bawasly Provinsi atas temunn dan laporan adanys dugman
pelanggarnn Pemilihan:

0. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementarn  anggotn KPU  Ksbupaten/Kota,
muum»mmwnmmmmmmmmmm
mengokibatkan terganggunys tehapan  penyelenggarann Pemilihan berdasarkan rekomendasi  Bowaslu
Provinsi dan/atau Ketentunn peraturan perundang-undengan;

p. melsksanakan sosialisasi penyelenggarman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur daniatau  yang
bnﬂmﬁnnpnnwdmumkﬂﬂ?mﬂnﬁhpﬂ.mﬂym:

q melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KFU;
r.mmmwwmmmwmw Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur sesual dengan tahapan ynng distur dalnm ketentuan peraturan perundang-undangun;

5. melakukan evalussi dan membuat laporan penyelenggarsan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

1. menyampaikan laporon mengenial hasil Pemillhan Gubemir dan Wakil Gubermnur kepada DPRD Provinsi; dan

mmmmmwdmmmghhmdmﬁhnuhhmmmwm
perundangundanzan.

MKMTM¢MMInAnwmmMﬂmmm
dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seria pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota berkewajiban:

2 melaksanakan semua tahapon penyelenggaran Pemilu dengan tepat wakiu;

b. memperiakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan
walikota secarn adil dan setara;

(4 memdmwmihmm

d melaporkan pertanggungjawaban penggunasn anggaran sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

& menyampaikan laporan pertanggungiawaban semun keglaan penyelenggarman Pemilu kepada KPLU;

f. mengelola, memeliham, dan merawnt srsip/dokumen serta melnksanakan penyusuiannya berdasarkan jadvwal
mﬂmgmMHUMvmﬂmwwm{hmmm yung
ditetapkan olsh KPU dan ANRI;

g mengeloln barang Inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturnn perundang-undanigin,

h. menyampaiksn laporan periodik mengenai tahapan penyelenggarasn Pemilu kepada KPLU dan dengan

i, membuat berita ncara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Provinsi:
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1. menyedinkan dan menyampaikan data hasil Pemila di tingkat provinsi;

k. melnksanakan keputusan DEPP; dan

I melaksanskan kewanjiban lain vang diberikan KPU dan‘atan  vang sesumi  dengan keteniuan persturan
perundmng-undangan.

Sedangkan menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Tabanan dalam

pemilihon Gubernur Bali memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. melaksanakan semua tnhapan penyclenggarsan Penilihan Gubsernor dan Wakil Gubernur dengan tepat
‘wakiu;

b. memperlakukan peserta Pemilihon Gubernur dan 'Wakil Gubernur secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggarasn Pemilhan Gubernur dan Wakil Guberur kepads
masyarakat;

d.  melaporkan  perianggungjawaban  penggunaan  enggaran sesuni  dengan  kefentuan  peraturan
perundangundangan:

©. menyampaikan laporan  perisnggungjnwaban semua kegiatan penyelengpsrasn  Pemilihan  Gubermur dan
‘Wakil Gubernur kepada KPL dan Mentert;

£ mengelols, memelihara, dan merawnt wrsip/dokumen sertn melaksanakan penyusutannys sesusi  dengan
ketentunn peraturan perundang-undangan;

g menyampaikan laporan periodik mengenal ishspan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Woakil
CGiubermur kepada KPLU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawashu;

h. membust berita acarn  pada  sctiap mpat plene KPU Provinsi sesual dengan keteniuan peraturan
perundingundangan;

i. menyediakan dan menyampalksn dats hasil Pemilihan Gubernur dan Wikil Gubernur di tingkat Provinsi:

J. melaksanakan Keputusan DEPP; dan

k. melsksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan perstursn perundang-undangun,

Sesudi Pesal B ayat (1) yang berbunyi : Penvelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) berbunyi : Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur
dilaksanakan oleh KPU Provinsi(3) Pemilihan Bupati don ‘Wakil Bupati sertn Pemilihon Walikota dan
Wakil Walikota dileksanakan oleh KPLU Kabupaten/Kota. Memperhotikan hal terscbut makn sda sebuah
fenomena baru dimana soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancamys pelaksansan pemilu maupan
pemilihon sesuni peraturan perundang-undangan yang berlaku, schingga mnggung jawab masing-mesing lapisan
seiring sejalon.

Sesuni dengan ULT Momor 15 Tahun 201 1, Komisl Pemilihan Umsm Kabupaten Tabansn beranggotaban 5
(limn) ornng dengan masa fugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucopan sumpahfganji. Unink mendukung
kelancaran tugas dan wewenang KPU KasbupatenKota, dibentuk sckretariat KPU KPU Kabupaten/Kota dengan
dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tereartum padn gambar | berilot,




Gambar 1.
Bagan Organisasi KPU Kabupaten Thanan

ANGGOTA-ANGGOTA

SEKRETARIS

=
4({ EMPAT)
KASUBBAG
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Dalam menjalankan tugss, wewenang dan kewsjiban KPU Kabupaten Tabanan dibantu olch
Sekretariat dengan struktur organisasi pada gambar dibawah inl:

Mﬂrﬂn{nﬂﬁdﬂ“ﬁtﬁﬂnh“ﬂﬂm”mm{ﬁﬂjjmw

Sekretaris
Sub Bagian Sub Bagian Teknis
Program dan Data mm.m v &ﬁ" M"’I E“Sm”
Hupmas
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Cambar 3.
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

46 % L 27%
/ 27%

hﬂm!dhﬂﬁpﬂcﬂkhﬁmhﬁtﬂjmm!ﬂ}m Kmﬁnhmelb-unaqhmhh.dmn
status kepegawniannys dibagi menjodi 3 (tiga), yakni:

T meﬂmmdbwbm&mmPﬂmewmmPNSyu;hﬂulm
Pmﬁmmmfmmmmmnm:mmwnmmwm

2. Pegawal dengan status pegawai organik, yang diangkat dsn dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum {KPL)
scbanyak 10 orang atau 27 % dan
5 Fmﬂﬂmwﬁmhm+nmm3dlhhm&|ﬂm27%‘

mlhummmmmswmmmrmmwmu 37 orang yang
terdiri dari 17 PNS DPK dan 10 PNS Organik dan 10 orang pegawal stmtus honorer (sebagaimana Tabel 1.1.2
mhwmmwmxmhbumTwmmﬂhhmwmmmmunmmm
mﬂmmmwm.demmmmpﬁmmhh
JmmmmMimmqm

mmmaimmmmmuiwmuMmmmem
dilihat secara lebih rinc! pada tabel 2 berikur ©

Tabel 2.
Rekapltulusi Pegawni Negeri Sipll di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupsten Tabanan

| TR | e

3 4 ]

I 27 17 10

2 10




Adapun komposisi pegawal dillhat berdasarknn Intar belakang jenjang pendidikan terdapat
perbedann yang signifiken antara jenjang pendidikan 82 sebanyak 3, 81 sebanyak 14, dan SLTA
sebanyak 10

sebagaimans tabel 3 dibawah,

Tabel 3.

Rekapitulasi Pegawal Negeri Sipil Berdasurkan Pendidikan
1 0 3
| 52 3
2 51 14
3 D4 -
4 D3 =
3 D2 =
& o1 -
7 SLTA 10
B S5LTP =
9 5D -

TOTAL I7

Melihnt Kondisi umum organisssi melafui besaran SDM yong dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan
pendukungan sarana dan prassrana dimana SDM tersebut bekerja, KPU Kabupaten Tobanon  sebagai lembaga
mandiri telah memiliki Tanah dan Kantor sendiri ysng berempat di Jalan Panglim Besar Jendral Sudirman No: |
Tabanan, Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkanioran dan pergudangan yang dipaksi oleh KPU
Kabupnien Tebenan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU

Berdasarkan Peraturan Bupaii Tabanan nomor 2 tabun 2010 tentang Pengelolasn Barang Milik Dacrab dan
menunjuk surst rekomendasi deri Dewan Pervakilan Daerah Kabupaten Tabanan tsnggal 5 November 2012 Nomor:
170/1982/DPRD perihal rekomendasi, seria telah mendoapat persetujuan dari Bupati Tabanan sesuai surai Bupati
Tebumn & Movember 2013 Nomor 061/1171/Perl tentang Scrah terimn Tenash Millk Pemerintah Kabupaten
Tabanan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Ketua KPU Kabupaten Tobanan, melepaskan hak atas tanah
nset Pemerintah Kabupaten Tabanan serta menghapus dari inventaris penata husaan Pemerintah Kabupaten Tabanan
atas tanah dengan luss 773 M2 (mujub ratus wjuh puluh tiga meter persegiisesuni sertifiket dengan batas batas;
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Sebelah utara 1 Jalan

Sebelah Timur + Jalan

Sebeleh Baral : | Made Mardiana

Seheleh Sefatun @ Ni Nyoman Sulasmini dan | Made Sukarda, 5.Pd

Arah kebljaken Komisi Pemifihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kabupnsten Tabanan untuk
meningkatkan tata kelols pemerintahan yang baik tidak hamya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja,
wkan tetapi pada seluruh dimensi orginisasi yang ada melalui jalan reformasd birokrasi yang telah dicanangkan oleh
Komisl Pemilihan Umum scjak tnhun 2013 hingga saat ini. Agenda reformeasi birokrasi inl merupakan kebuiuhan
organisasi untuk melakukan perubahan scislon dengan dinomika tuntutan masyarakat don pervbahan lingkungan
strategls organisasi Sesuni dengan Peraturan Presiden Momor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desigm Reformasi
Birokrasi 2000 — 2025 danPermenpan MNomor 20 Tahun 2010 tentang Rogd Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014,

‘mizka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Tabanan mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

{1}  Organisasi vang tepal fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasamn straicgis
KPL Kabupaten Tobanan dengan dubungan struktur, tata kerja dan urafan tugas yang jelas don tidak
tumpang-tindih sera indikator kKinerjn yang terukur dari unit teckecil sampad undt terbesar;

(2} Prosedur dan sistem kerja vang jelns, efekiif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem
informasi e-governmen yung lerintegrasi dengen berbagal aplikasi utama yang diperluken unit kerfa dan
sinkeholders:

{3) Menurunnya perstursn perundsng-undangan yang dikelusrkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan
tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;

(4) Peomgkatan koalitas dan kompetensi SDM Aparatir Setjen KPU yang bermuara pads pengingkatan SDM
KFL Kabupaten Tabanan, yang didukung dengan sistem manajemen SDM vang handal, dari perencanaan
kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, poln karir dan sistem informasi kepegawaian
vang handal;

{5} Sisicm pengawasan yang memberikan dampak pada kepaiuhan dan efektivitns pengeloluin keuangan negar
Satuan Kerja di lingkungan Sekretist KPL Kabupsien Tabanan;

(&)  Peningkatan akuntabilitas dan kinerjn unii kerja di lingkungan Sekretariat KPL Kabupaten Tabanan;

Peninghatan kualhas pelayanan publik yang diwajudian dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan
stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

Perubahan pola pikir dan budava kerja peguwad Sekretarial KPU Kabupaten Tabanan yvang terwijud dalam
peningkatan profesionalias pegawni, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKM, mampu melayani publik dan
memegang teguh kode ctik aparatur Megara, dengan semangal Sk yang finggi,

Keberhasilan perumusan areh pervhahan organisasi tersebut mandapat ujian vang =angsi berst ketiks bangsa
Indonesin menyelenggaralan perhelatan akbar pemilihon umuom legiskaif nasional dan pemilihan Presiden dan Waldil
Presiden di tahun 2014, Dalam pemilu tersebut, KPU Kabupaten Tabanan telah membukiikan dengan berbagal presiasi
mvimre lain, di bidang sosialisasi, keterbuksan informasi publik dan permutakhiran dods pemilih. Walsopun sempat
digugat di mahkamah konstitesl, namun KPL Kabupaten Tabanan beserta jajaran dapat membukiikan bahwa semuoa
dugasn pelanggaran yang didalilian oleh pernohon tidak terbull,

Pencapaian kinerfa organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi
dengan brand image yeng kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisssi dengan
indikator kinerja yang terukur.

15




&mmmmmmwmmhﬁmmimmmm
mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggerasn Negarn, baik dalam tingkst pengawasan
pelaksanann penyelenggurann negarn maupun pads fingkat perlibatan masyarakat dalam proses. pengambilan
keputuzan publik. Sebagni pmanst pelaksanaan Undang-Undang Moo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukmn
Informasi Publik dalnm meningkatkan pengelolaan dan pelnyanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umnuemn (KPL) Kabupaten Tabanan serta membukn akses atas informasi publik aniuk masyarskat luas baik secara
aktif (tlanpa didahulul dengan permohonan) moeupun secars pasif {didaholul dengan permohonan) terkait dengan
polakzansan Pemilu. Megara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepadn masyarakst, dimana
informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai bebernpa sistem informas) vang
dapat diakses oleh musyarakat sebagai keterbukean informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data
Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungen Susra (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemiliban Umum
(Femilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasamn KPU dengan [T dan
BIG, Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilikan Umum (Pemilu), berguna untuk meninghatkan pengelolaan
logistik mulai dori perencanaan, peluksanaan, monitoring dan evalunsi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu,
pengadann dan distribusi logistik Pemilu diharspkan tepat jumlah, topat jenls, tepat wiktu, tepat sasaran, fopai
kumlitas, dan hemat anggaran,

Pemberian akses masyarakat terhadap datn dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan
Umum (Femilu) merupakan bentuk keterbukaan Kemisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi
logistik Pmeilihan Umum {Pemiliu), Publik dapat melihat jumlsh Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setinp
provinsi dan kabupatenkota, jumlzh Panitin Pemungutsn Susra (PPS), Panitia Pemilhan Kecamstan (PPK),
pemilh, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak soara dan bilik sunrn,

L.2. FOTENSI DAN FERMASALAHAN
L. POTENSI

Keberhasilan pelaksansan tugas pokok dan fungsi tersebat, yakni terselenggaranya pemilthan umum
yang berkunlitas dan dapst menjomin pelaksanaan hak politik masynrakat, tidok terlepas darl beberapa aspek
yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1) keberadsan penyelenggara pemilu yang profissional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2) adanyn lingkungan yang kondusif bugi masysrakst dalam menggunakan haknys untuk berdemokrasi,
termasuk dalam menentukan pilthan politiknya; dan

3) kemampuan partai politik dalam memperkunt demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masynrakat
dalam menggunakan hak pifitmy,

Dengon kats lain, pengaruh ketiga aspek ini sangal besar dalam menennukan kinerfs Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, disamping performa lembaga demokrasi lalnnya seperti Badan Pengawas
Pemilu (Bawasiu), Dewan Kehormatan Penyvelenggara Pemilu (DEPF) dan Mahkamah Konstitsi (MEY}, Untuk
itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantingan
yang ada.

Dalam rangks mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yeng berupn kekuatan
(srrenguhs) dan kelemshan (weaknesses) sumber doya dolam orgenisasi, serta faktor eksternal yang berupa
peluang (appartumitics) dan ancaman (#reais) yang dibedapi KFU, meka snalisis potensi dan permasalahan ini
didasarknn pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strotegis dalem lima
tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud melipuri: Aspek Kelembagaon, Aspek Sumber Daya
Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanasn dan Anggaran, Aspek Hussimess Process dan Kebijskan,
Aspek Dukungan Infrestruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.
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1. 8DM

* Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Tabanan merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga
menimbulkan beberapa masalah, dinntaranyn:
-xmmmmmmm“mmmmmmm
mrmpmmm,mmmmMmmmmmmm
misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan
bagi KPU untuk meningkatkin kinerja mencka.

—m-mmmmmsm&mmmmmw.mm;m
kepada KPU tetapi kepada atasan df instansi asal.

® Jumlah dan komposisi pegawai belum sesual dengan tugas, fungsi dan beban kerjanys, Perbandingan
antern jumlah pegawsai dun beban kerjanya belum proporsionnl. Sedangkan komposisi pegawai dilihat
dari lntar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sedernjat.

* Penguassan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPLU Kabupaten Tobanan masih rendah,
HdhiwmmhhimmeMmmm
dimana seja dan knpan saju.

*® Sistem reward terhadap pegawai belum memadai schingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja
Pegaval

3,  Kepemimpinan
mmﬂmmmmmmsﬂmuumﬁnbnn
mﬁdmwpmﬁmmﬂuuhwmmﬂhnwmwm

4. Perencanisn dan Anggaran
® Anggaran yang tersedin belum memadsl bagl pelaksansan tugas dan fungsi organisasi, khususnyn
anggaran untuk program penguatan kelembagasn demokrasi dan perbafian proses politik,
® Implementasi dari perenconnan kinerja, pengukurnn kinerjn, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerfn
belum terintegrasi dalam suntu sistem manajemen kinerja organisssi..

- smmmmmmmmmmmmmum
keuangan masih ada temuan oleh BPE.

5. Business Process don Kebijakan

*  Belum sfektifiya penerapan standar operasional prosedur (SOP) vang ada.

®  Organisasi KPU belum menyusun selurh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
berilan.

* Hevisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
®  Inoves| dabam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhniya dilakukan,

6. Dukungan Infrastrakior dan IT

- sﬁmmmmwmmummmmummmww

® Status kepemilikan atus tansh, bangunan gedung dan gudang KPU masih banvak dimiliki oleh
pemerintah dsernh setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPL vang fetap, DHsamping
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itu, kantor KPL setiap saal dapat dipindahkan sésuni dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah
dan bangumnan,

* Sarana di bidang IT yang dimiliki aleh KPU Kabopsten Tabanan sampai sant ini cukup memadni.
7. Hubungnn dengan Stakeholders

®  Masih adanya gugaien nins hasil pemiln yang disjukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salsh satu
indikator ketidak percayaan masysrabat atas kinerja KU Kabopaten Tabanan,

®  Sipkeholder’s belum sepenuhnys memahaml mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten
Tabanan karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Tabanan masih lemah.

* Konsolidasi diantara lembaga penyelenggars pemilu belum dilaksansknn dengon cfektif.

Disamping permasalahon terscbut, KPU Tobonan jugs dihedspkan peda sejumlah tantangan dalam
menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaion kinerja organisasi
secara keseluruhan, Adapun an@angan tersebut adnlah sebagai beriloot:

* Perkembangan masyarakat yang menjsdi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh kesena i, tuntutan
wmmmammumm_mmgwmmmmmm termusuk didalammya
adalah masalah transparansi dan skuntabilitas kinerfa KPL.

#®  Peran media massa sangat besar dalom menggiring opini masyarakat.

* Distribusi logisiik pemilu yang terkendala kondisi geografls yang berbedn-heda,

= Peran website KPL HKabupaten Tabanan sangatish strategis, namun updnte terhadap informasinya berjalan
lambat.

Berdasarkan urainn lingkungan internal dan ecksternal di aas, maka diremuskan faktor-faktor kunci yang
menjadi kekuntan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagalmana dirfngkas dalam tabel 5 berikat:




Tabel 5.
Annlisis Fakior Internal dan Eksternal

AKTOR INT ‘_
2 IZPPINE PTOETEN dan kegiaton antar unit kerja (W1
Beban __ kerja  pegnwai  tidak
proporsional (W2)
[Hspariias kompetensi pegawai (W3)

Parsialitas manajemen kinerja (W4

Sistem pengawasan atms pengelolann mnggaran lemah (W4)
Distorsi siaf yang males terhadap yg lainmys (W5)

+ Belom seiramanya scmangat dan gerak komisioner dengan
sekretariat {W6)
* Ego sekioral (W T)

I BE R BE R BE RE ]

. Pwmmﬂmuwmﬁﬂm
+ Efcktifitas pelaksanaan SOP [W9)

Standar don Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya
dibuat (W10}

Sarnne dan Prasarano terbatas (W11)

- F:.m.nzm teknologi informasi belum optimal
{Wiz)

negawal rendah (W 13)

belum memadai (W14)

= Reward and phunismen kepada Komisioner belom jelas
(W15}

Peluang {Opportunity)

- |-||l|| [ T K0 L T
demokrasi Indonesia (01)
Animo HIMLISID Xy o

»  pemilu tinggl (02)

dalam

=  Hubungan baik dengan Bawasla
« DKPP dan lembaga penegak
®  hukum lninoya (03}

L= Potensi pengembangan SDM (04
= Keosempatan pendidikan formal dan

= dikiat (C5)

» Kemajuan Teknologi Informasi (06)

= Harapan masyarakat tinggl (O07)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci terscbut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempubh,
yabiu:

1. Swrategi Strength — Oppeortunitye (5-0) ¢ Strateg] uniuk memanfeatkan pelunng dengan jalan mendayagunakan
kekcuatan yang dimilikl organisasi,
A. Pendayagunaan Penyelenggara FPemilu secara optimal melalul penanaman nilai-nilaiFedmye Sfokifuntuk
terwujudiya Pemilu yang jujur, adil, ransparan, akuntabel dan mandiri;
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b, mmimmmwmmmmmmmm
mmmmwmwinrualum

C. mﬂm MMWWMKWWMMWM nmilad-nilai femgah

d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemilunan yang terinicgrasi.

° E.me—qmmm@{w-ﬂ}:wmmihhmﬁnmmmnpﬂhw
ehsternal.
memmmmﬂmmmdnﬁnﬂim&hﬂu
.Pmmmwﬂmiﬁﬂﬂnmﬁﬁﬂmmmkﬁjﬂ
G Hummlimmmhmmmemﬁ-xm;
iupimm-mmpmumd.Mmeummmm
Tarwansasi,
€. Pembinaan teknis pelaksanasn S0P,
i Wmmwmmmﬂmmwmm.

i Mﬂﬂwuﬁmﬂmmhwmﬂ-ﬂmwmmmmmm
i “'ﬁmdmmmmnmnhywmrmpmduwmuxmmm

l.mw—mﬂ{&nzshnﬁumkmmmﬁpidmmmm&mmjm
Wﬂmhﬁmmdhﬂlaﬁwmi,
a. Pmmmmmmmwuwnmmmimmmmw

selung-iung sebayantaka;

b. mmmmwmimmmimmwmmmmm
adut dan budayn Bali;

C. th;tmnlhmbﬂimkinjnhp:milm;

d. ﬂmmm%mmwmmmwlummmmm

B, wmmﬁmmmmmmwnmmmmwm
Penguntan kelembagaan pengelolaan wﬂhmihmmmmmdﬂ
pendistribusian,
mmmﬁmmuwwmmmwmm-mm
Membuks seluss-luasnys dan sejelas-jelasnya terhadop tahapan penyelenggarasn pemilu
mmmmmmmmmwrm

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawashu,
mmmmmm-uummmdmwmxm Tabanan,

&

-
ER® o
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Basn
Visi, Misi ban Tujuan KPU Kabupaten Tabananan

2.1, Yisi Komisi Pemilihan Umom

Visi Komisi Pemilihan Unnurn adalah:
Vgl Fyeevodewgaparrnr Povsiifraes §onmanry aban Flovenilifian yang Aot Profeskrnad, cdhar Sorsinesrdnr el

Fervisngfencferyor Pyeallo oy
FLER  abuer JURTHE, sern Ny Vs Arvwroggro (veti abary Mifubsorar meegiinbissshors e oerrs davdratenie

Koyl Foiky o)

Pernyatzan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Tabanan untuk
menyelenggurakan pemilu yang jujur, adil, wansparan, skumtabel don mandid serta dilandasi dengan
mekanisme kerja yang efelif, efisien, berpegang tegub pada etika profiesi dan jabatan, berintegritas tinggf dan
berwawasan nasional schingga menjadikan KPL Kabupaten Tobanan sebagal lembaga penyelenggar
pemilikan umum yang terpercaya dan professionnl dalam melsksanakan tugas pokok dan fangsinys, Di
samping ifu, KPU Kebupaten Tabanon juga berkomitmen penuh untuk fkut mengambil bagion dari wpaya
meningkatkan kualitns sumber daya manusia Indonesis, kbususnys di bidang politik kepemiluan. Dengan
tingginya kesadaran politik masyarakat teniu keamanan dan ketertiban Bali dapat tetap terjagn ditengah-tengan
bebngsungnyn Pemilihan maupunpemilu, schingga Bali vang Damai dan Sejahiern (Bali Santih dan Jagadhits)
dapnt terjnga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Tobanan merupakan pengejawantahan visi Komisi
Pemilihon Umum dengan visi Nasional dan agends prioritas nasionnl yang disebut NAWA CITA, yakni
pembangunan tain kelols pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercays sertn peningkatan
kualites sumber days manusin penyelenggarn pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten
Tabanan memperkust bramd imoge organisesi menjadi penyelenggarn pemilihan umum dan pemilihan yang
berintegritas, professionnl dan mandiri demi erwujudnys Bali Sawif dan Jagadiia,

2.2. Misi Komisd Pemilihan U

Urpaya yung dilakukan untuk mewujudkan visi serts menggambarkan tindakan yang disesunikan
dengan tuges den fungsi Komisi Pemilthan Umom (KPLD, maka misi Komisi Pemiliban Umum (P
mengalami perubahan sebagai berilout:

1. Menjadi Penyelenggara Pemilu yang berintegriteedemi terpilihnya pemimpin yang berintegrits,
schingga mampu mewujudkon Tabaman weng Samiih lan Jagadhita

2. Mewujudkan penyelenggarman Pemilu yang berpedoman pada azes mandiri, jujur, adil, kepastian
hukum,  tertib, kepentingan umum; keterbukaan: proporsionalitas, profesionalitas,  akuniabilitas,
efisionsi, danefektivitas demi menjaga sunrn rakyat adaluh suara Tuhan (voe populi voe del) dengan
pengendalian fukum karma phala.

3. Menjadi pusai layenan yang adil bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secarn adil tanpa keberpibakan
dengan semangatwaswdrea kurusbakae,

4. Menjadi agen sosinlisasi dan pusst pendidikan pemilih untuk meningkstkan partisipasi don kualits
pemilih;

5. Menjadi izagi den kedudukon kuai datam sistem
mﬂﬂﬂ Ran Kelatonegarunn dengan mengembangian
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1.3

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Mmﬁuﬁmvhiﬁnﬂﬂmﬂmﬂimﬂ&mﬁtﬂmmmwnhh

Komisi Pemilihan Umum adalnh:

mos W oM

]

24

Tmﬂmlmmmmmmmimwwmmm
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu

Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
Meningkatrya partisipasi politik masysrakat dalam pelaksanasn demokrasi di Indonesia;
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
Tersalenggaranyn Pemilu yang efektif dan efisien, ransparan, akuntabel, dan aksesabel.

Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi torwujudnya Tabanan yang Samith lan Jadathita

Sasarmn Straiegis Komisi Pemiliban Unom

WHMMJWWLMMWMMMHMM

meningkamyn partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyclenggaraan pemilihan umum 2019,
mmmmﬂmummmmmmmmmmwmu
mwmmm:mhpﬁmﬁwmwmﬂlm
hu:gﬁtﬂmhulhnhduhmﬁmﬂlhhhuimmﬁnmmmﬂmyiﬂﬂlkﬂ pengslolaan
anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitss instansi pemerineah (skor atas SAKIP).

mmmwmmmumwammm

MMWWUmmmmmmmmmmmﬂ—
2019) adalsh sebagal berilut:

1. Meningkatnya Kualitus Penyelenggnmann Pemilu dan pemilihan, dengun indikator kinerja sasaran strategis
sebagni berikut @

.

b.
c.
d.
e

Persentase Partisipasi Pemilih dabam Pemiln;

Perseninse participas] pemilih perempusn dolam Pemilu;

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DP1 yang menggunakan hak pilihnys;
mmilhmwwunmlﬁmmmw pemilil;

MWMMMWWWWMWMMM
tambat | (satu) harl sebelum hari pemungutan susra tepat jumbah dan kualitas,

1.mwummmwmmmmmmwmu:

a
b.

C.

Hmumuhhyajumwtpﬁhmmﬂu:
Persentase ketepotan waktu penyelesaian administrasi kepegowakan;
Persentase pelanggann kode etik terhadagp penyelenggarn Pemilu;
Oipini BPK atas LHP;

Persentase ketepntan wakiu dalam verifiknsi parai politik pasca Pemilu;




f.  Persentase ketepatan
wakiu dalam wes
verifikas! pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,

3. Meningkatnya Kualitas

a.
Persentase partisipasi pemangkn kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP:

.
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan olsh KPU Kabupaten Tabanan,




BAR ITI
ARAH KEBLIAKAN, STRATEG], KERANGKA REGULASI DAN
i KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1, Arnh Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional [RPIPN] 2005 — 2025 telah ditentukantahapan dan priorites uniuk masing-masing Rencana
Pembangunan Jangkabdenengah Nasional [RPIMMN]. Dalam pertahapan RPJPN 2005 — 2025, RPIMN tahap
ke = 3, yakni pada twhun 2015 - 2019 berujoan untuk memantapkan pembangunan secara menyelurub
dengan menckankan pembangunen keunggulan kompetitif perekonomisn yang berbasis sumber daya alam
yang tersedia, sumber dayn manusia yang berkualites, serta kemampuan ilmu pengetabuan dan feknalbogi.
Untuk mencapal sasaran RPIMN 2015 — 2019, yakni sasaran pembangunan dibideng pofitil, huokum,
perishanan dan keamanan maka agenda pembangunan pasional vang ditempuh sdalah aniers lain:
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercayn dengan cara: (1}
melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik: (27 membangun transparanst dan
skuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (1) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
nasional, Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempub untuk mencapai agenda tersebud
wdalah sebagni berikut:

1, Melanjutkan konsolidas demokrasi untuk memuliikan kepercayvann publik

A. Meningkatkan peran kelembagasn demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kust antara pemerintuh,
swastn dan masyarnkat sipil yang akan ditempoh dengan strategi:

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan vang demolratis termasuk yong terkait dengan
pembixyaan kampanye pemilu don pengawasan pemilu yang parisipatif,

2, Pengvturan yang mendorong netralitns birokrasi melalui sanksi yang lebib kerns;

: PenyeclenggaraanPemilu 2019 vang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;

4 Peningkatankapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

5. Fasilitnsi peningkatan peran parpol;

&, Penguntan dan pemberdaynan organisasi kemasyarakatan uniuk keberlanjutan perannya dolam
mendorong proses demdokratisasi;

7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
Pengunian Kerja same mpsymraket politik, mesyeraksi sipil, ckonomi, den media dalam
mendorong proses demokratinnsi;

3 M Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagni bagian dori lembagapenyelenpgaras pemila
yang dapat melaksanakan fungsi pongkallan pendidikan kepemiluan dan  pengawasan




B ummwwwmmmm;wﬁhmdhw melalui strategi sebagal berilout ;

i MWWuMﬁﬂmhﬁmummwhﬁ
kepentingan pemilu;

Z wwrmlmmmhmwmlmmmmm
mwmmhmmwwmum
pulhl:mdlmAPH‘NMFBDuutmhmnmme&mhnﬁm
demokrasi;

L F:hhmunmﬁlmmmﬂdummimwimmwm
sistern presicensial.

I thWﬁnﬂuummmmm
a.  Penyempurnsan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi,

hﬂhﬂ.dnﬁﬂdﬂmwhl&}utﬁmpmmhldmﬂmhh:mm
kebijakan  sistempengawasan  inten  pemerintsh;  penguatan  pengawasan  terhadap
ﬁmmm;mmwﬂmmmM|muw
pemerintah (SAKIP) pada seluruh instons] pusat dan — doerah,

Penerapan e-government untuk  mendukung  bisnis proses pemerintalan don pembangunan
mmduhmmmwimwmhmmtum
lain: pengustan kebijakan egovernmentyang mengatur kelembagsan e-government, pengustan
sistemdan  infrastruktur  e-government  yang  ferinfograsi; PemyEMpUrnasn pengurtansistem
pengadaan secara elekironik serta pengembangan sistem katolog elektronik; dan penguatan sistem
kearsipan berbasiz TIK,
Pmmnpmwumuﬁmhnmhﬂmnﬁmghﬂujuhpmm
m&im?ﬂlmwwmmuldahnm%mbﬂhm
pengawasan terhadap penyeleng-garmaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanasnnya
wmmm:mmmmmmaimmuwm}m
mhmmﬂ&mpnmnmmmmkaswhinﬁmd
m&;pubﬂhﬂmmpﬂmmmummwmmhm
website masing-masing K/LD; penyedisan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informssi proaktif dan
MHFWIMHMM&;MMIMMHW{EDHW
publik; pengelolaan Sistern dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga
penparsipan karya-karys fotograf] Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasionnl

Rﬂmh:rh.dhhmhmhhhuipmmhﬁ:meﬁkﬂﬁnﬂlmhnswhm
wwmﬁmmwmmwﬂx
dan [LMSy penatasn kelembagasn internal pemerintah pusat dan doernh vang mencakup
Miﬁmﬂmmmm.hngﬂdmhhmmmhmnmhﬂm
vﬁﬂmwmhwm:mnmpmﬂmmlmmh&diMmmm
dierah.
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a1

b. Pengustan kapasitas pengelolnan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi
mmmummmnmmmNmuwmﬁm;
mwmmﬂmﬂmmmmmmmu
mmimwmmmmsmmtmm,

¢ Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang wransparan, kompetitif, dan
besbasis merit yang dilaksanakan melalui strategl  antara hin:pmplnmud-m
cmaammmummmwmmm
instansi;pencrapan sistem reknmmen dan seleksi pegawni yang iransparan, kompetitifherbasis
thhﬁﬁﬁm&ukmlmimxxmmlhmdliﬂﬂmmhnmm
WammmmmﬁﬂmmhmMm
makin efektifiyapengawasan oleh Komisi Aparatur Slpil Negara (KASN); pencrapan sistem
mmuw:mﬂmm;mmwwmn

d. thgkmhﬂﬂup:hﬂnmpumlkmnﬁmplﬁmhhimlmhh;mh
implementasi UL 252009 tentang Pelaysnan Publik secam konsisten, mendorong  inovasi
uwmmuhmmmwmmmmmmmmm:mm
hﬂﬁmﬂnuﬁkﬂmmmpnhympﬂm

Arsh Kebijakan dan Strategi Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Tabanan

MMMMWKMNWMUMTMWMM
mMpﬁimmﬂmﬁWhm.&mMumﬁ tersebut diilustrasikan
ﬂmuh-hpmmrm;hﬂnwnhmlﬁ?m strategl ini merupaken susiu proses
pnmmhmmdmhahlgmnhhmw‘wmmmdmmmm&
linnya untuk mengujl alur pikic susty mﬁ.mmhﬂmmmﬂiwmﬂh:
WMWMWMEwmmmmm
perspektif pemangku kepentingan (stskeholders). Perspektif peningkatan kapasitns kelembagann
merupakan strategi dasar Komisi Pemilibian Ummnlidmpm%mhn’s‘:ﬁjmm
mmimimﬁmtmmmﬂﬁmmhiwwlim Umum Tabanan,
mmwmmmmmmrmw
{Wﬁm}mmhﬂmmwwmsﬂﬂWMWMmh
pelaksanpan misi dan visi Komisi Pemilthan Umum Kabupaten Tabanan, Sedangkan perspektif
Mﬁghhpﬂﬂnﬁmtmhhuddm)mmmﬂnhnhiwhhuupmﬂmumm
pmmhnmiﬁﬂﬂﬂﬁmhi?ﬂlhmﬂmkmm.ﬁmhwm
mmwmnmmmmwmmwmmmm
Tmmipmrinuhmdmﬂnu:h.mun}mw.

Komisi Pemilihan Umum Ksbupaten Tsbsnan pads kurun waktu 2015 — 2019, aknn
menggunakan 2 (dua) program dan 7 {rjub) kegiatan yang akan dilaksanskan oleh sehurah unit di
ﬂwmumibmimqumem.mmwmmmm
dmummxunmUmmHhhmemummm
a mwm.ummmTﬁnm




penyelesnion pelavanan administrasi kepegwaian,

Armh kebijakan program ini mencakup :

1 hummMuwmrmbhmwmiﬁnmdeﬁMHu
Kabupaten Tahanan;

2 thmmmwi.mmmmmwmh
Prasasana Pemilu;

.
5
|
’i
]
|
;
E

7. Pedoman Petunjuk teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilil.

Adapun kegiatan dan mrmuwmmmmm

===

Mo

Keglatan _ Sisacan Kegiatan | Indikator Kinerja Kogintan |
Pelaksanaan akuntabili Meningkatkan Prosentase ingkatnya kapasitas
keunngan di lingk Ih:E:HJ i n
L]
ungan perbendaharnan pnﬁndlhmp-hﬂum;rmn

pengetahuan pengetahuan/pemahaman pars pejabat

Terlaksananva )
— system | - Jumilah lsporan sistem akuntansi dan
| pelnporan keuangan

Tersajinya Laporan Jumlah lnporan pertanggung jawaban
pertAngEung jawaban PENEgunmEn anggamn .
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Dulrmmm.m Kebutulan Pemilu
Pendistribusian, dan pedoman dan evaluasi
Inventarisasi Sarana dan Pra | manajemen logistik
Sarana Pemilu Pemilu
3. | Pelaksannan Mansjemen Tersedianyn Dokumen | Menyusun Program dan Rencann Kerja
Perencanaan dan Dan dan Data | An
Me Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan
Supervisl Pelaksanzan
Kegiaan KPU Kab.
Tabanamn
F] Pemblnoan SDM |, Pelayanan | Menata Ovganksas], Jumlah Laporan dalam pelantikan dan
dan Administrasi pembinzan dan Pengambilan Sumpah Janji Pzjabat
Kepegawaian Pengelolaan SDM Strukiural i
Meningkatkan Mengikut sertakan Diklat Teknis
Kompetisi SDM
5 | Penyelenggaraan Operasional | Menin ian BMN ke dalam
dan Pemeliharman akuntabilitas aplikasi SIMAK
Perkantoran KPL Kab, Penatausahaan Barang
Tabanmn Milik Megara.
Terwujndnya Melaporkan jumiah persedinan assot
Pengelolasn berdasarkanstock opname dengan tepat
pernedizan | stock waktu
opname}

Etepatan dan tertib administrasi
kapasitas personil pelaksansan evalussi tidak lanjut
pengelolaan BMMN

Jumlah arsip yang dikelols sesuai
pengelolaan dan dengan penerpan kasdah kearsipan
penerpan kearsipan
sesuni knidah
kearsipun
hMeningkninyn Pemenuhan kebutuhan sprann dan
Kualitns pelayonmm prasarans administrasi kenerja pegawai
ketatnusahmmn,
perlengkapan, dan
kerumatian
Sekretariar KPL Kab
Tabanan

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program
Hhuﬂmdhmjﬂh-Ummdmgnmmn{M}}mgmm-ﬂhr
IETSUSHTETYR Mncangan peraturan dan keputusan KPLU, pendokumentasian informasi produk hukum, advokasi

mmmﬂm peraturan Penmdang-Undangan Pernilu dan Pemilukada.

Adapun indikator kinerja programnys adalsh : persentase kelepaian wakiu harmondsasi dan penyusunan
PEPU sesuai dengan kerangka regulasi: persentase ketepatan wakiu harmonisasi dan penyusunan kepausan
KPU sesuai denpgan SOP; serta persentass penyedisan dan penyajian dokomentasi dan informasi hukuoam.

Arah kebijakan program ini mencakup
a. Menyiapkan penyusunan rancangan persturan dan keputusan KPU  pendokumernasian informasi hukum,
advokesi hubum, dan pen ynhﬁnn}-m
b. Berpedoman, Petunjuk teknis dan Bimbingon teknis /Supervisi/Publikasisosinlisasi Penyelenggaraan Pemilu
don Pendidikan Pemilih




Mo Sasaran Kegiatan Indikator K
i Penyiapan Peraturan Advokasi Hukum Penyelesaizn sengheta hukom
KPL, Advokesi, Penyelesaian Sengheta dan vang dimenangkan
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan Penyelenggarnan Pemilu
Penyuluhan Menyiaphan bahan wntuk
Peraturan Penyuluhan hukoum
Perundang-
undsngan Pemilu
3 dan Pilkada -
2 Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Pergantian Antar Proses PAW Anggota DPRD
Teknis Waktu Angpota Kabupaten tepat Wakiu
SupervisiPublikasi/SosialisasiPenyelenggarmon | DPRDEabupaten
Pemilu dan Pemilukada o
Bimbingan Teknis Proesntase pemnhaman Teknis
Peayelen Pemilukada
Pemilukada "
Puani Pendidikan Prosentass Mendidik Pemilih
Femilih
Sosialisasi Memberikan informasi Pemilu
Penyolenggara dan Pilkada lewar Persdan
Pemily Media
33 Kerangha

4. Kampanye Pemilu Legistatif dan Pemilis Presiden;

Regulasi
Kerngkn regulasi mesupakan kerangka

kebutuhan akan terbitnyn

regulasi dalam kaitannya

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan, Sebagai Penyclenggara
Pemilu KPFL mmukmmmmmmhnukthmm
peraturn pelaksanaan undnng-undesmg mmpmﬂmnhummnmm

beantuk Peraturin KPLL Peraturan yang diperiukan KPL dapat dikemgorikan menjadi 2 (dia), vk :

dari

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilo; dan

2. Peruturan yang mengaiur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tehapan  Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperiukan
L Terkait dengan Tahapan Pemilu
A, Pemilu Nasional {Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemily Presiden secara serentak:

2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden:

3. Pencalonan dalam Pemilu Legisistif dan Pemilo Presiden:

3. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosinlisesi dan partisipasi masyarakar datam Pemilu Legisiatif dan Pemilu Presiden;

7. Pembeniukan Badan Penyelenggam Pemily dalam Pemile Legishatif dan Pemilu Presiden:

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu

Legishatif dan Pmeilu Presiden;

9. Pemunguian dan penghitungan suara dalam Pemilu Legistanf dan Pemilu Presiden:
10. Rekapitulasi perolehan sunra dalam Pemilu Legisiatif dan Pemilu Presiden

B, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1. Tahmpun program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikots secar serentak:
2, Pemutakhiran Datn Pemilihan Gubernur, Bupat: dan Walikota;
3. Pencalonan dalam  Pemilihan Gubornur, Bupati dan Walikots;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikots ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyaraksl dalam Pemiliban Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubemur,

Bupati dan Walikota;

8. Morma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapon penyelenggranan pemilu dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati den Walikota;

. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihen Gubemur, Bupati dan Walikota:
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10, Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihen Gubernur, Bupati dan Walikotn  serta penctapan calon

IL. Terkait dengan dubkungan kesckretariatan penyelenggarann Pemilu ;
&, Peraiuran tentang Pelaksannan kegistan dan anggaran;
b. Peraturan tentang pengelolsan dan perangongiawaban;
. Pernturan tentang kepegawaian;
d. Pernturan tentang pengelolan barang milik negam;
&, Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas:
f. Persturan kearsipan dalam tata naskah dinas,

3.4, Keranghka Kelembagnan
Keranghks kelembagaan ini menijuk padn organisasi KPU, pengaturan hubungsn inter dan antor
crganisasi KPL/KPUD, serta sumber daya manusis aparator KPLL Upaya penguatan kelembagaan KPU
akan terus dilakukan melatul ppaya-upaye sebagai berikut
a. Penguatan koordinnsi kerja antar lembags penyelenggara pemils;
h,l‘mm fungsi dan kewenangan setiap unit kerjs Eselon | dan 11;

iwmmmmmuwmmmmmm dan berkinerja schinggn
dapat melaksanakan visi dan misi erganisasi KPU dengan baik;
i W'Wm“"‘“ﬂ‘““"m@ S ) 15

kesadaran masyakarnkat uniuk berdemokrast
twmxmimmmmﬂlmmmmmmmm
P ketiga;
£ Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolzan progam priorites pembangunan,
h. Pengumtan kerjasans dengan Lembaga pemerintnh/Non-pemerintah,
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4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja stay organisasi dari
setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan dalam kurun wakiu 2015 — 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut 1

— .

Mo | Kegiatan Sasaran Kegistan Indikator Kinerja
_Kegiatan 2015 | 2006 | 2017 | 2018 | 2019
A Program Dukungan Mansjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls Latnnya il
1. Pelaksanaan Meningkatkan Prosentase 60% | 65% | 70% | 75% | RO0%
akuntabilitas pengetahuan meningkatnya kapasitas
1 perbendaharaan pengeiah
administrasi para pejabag
lh:hu:aa:iKFu -
KPU Kabupaten
Kabupaten Tabanan dalam
Tabunan pengelolsan keusngan
Terlaksananya = Jumlah laporan E a4 4 4 4
e s - P lap |dlap | dlap [4lap | 4lap
pei pelaporan keuangnn
Tersaji Jumlah laporan 2lap | 21sp | 2Tap
inve 2lap | 2lsp
Lapaoran pertanggung jowaban
PERZRIRELL ZRpEaran
Jawaban
PEnZEuUnaan
. Anggran o
i1 Fasilitasi Merencanakan Memfasilitasi Il dok Idok | | dak | 1dok
Pengelolaan Datn, | Kebaruhsn pengelolaan Data dan
Daokummentasi logistik, pedoman | Dokumentasi Kebutuhan
JPengadaan, den evahuasi Pemilu
Pendistribusian, M e
dan Inventarisasi logistik Pemilu
Sarnna dan Pra
Sarana Pemily
X Pelaksanaan Tersedinnya Menyusun Program dan | | lap 1 1 ]
Manajemen Dakumen Rencana Kerja Anggaran g - ™
Perencanansn dan perencanaan din
Daa Data
Melaksanakan Jumilah Laporan I dok| 1 dok | 1 dok | 1dok | 1dok
Mondieing dan Peloksanaan Kegiaan
Supervisi
Pelaksanagn
Kegiatan KPLU
- i & Kab, Tabanan
Pembinamn SDM , | Menata Jumish Lagoran dalum Llap | 1 1 1 1
S , por p [Tiap | 1iap | 10ap
Administrasi pembinaan dan Pengambilan Sumpah
Pengelolann SOM_| Janji Pejabat Strukiural
Meningkstkan Mengikut sertakan Glte | 63% | 7% T | 530%
Kompetisi SDM Diiklat Teknis
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Meningkamyn

Orperasional dan akuntahilitas BMN ke datam mplikasi

Pemeliharman Penstausahaan SIMAK.

7 Perkantoran KPU | Barang Milik

Kab. Tabanan | Nogara - -
Tervwujudnya Melaporkan juminh 60% [ 65% | 70% | 75% | 50%
Pengelolaan persiedinan
persediaan { siock




Sosialisasi Memberikan informasi [
F ‘ ’Pﬁl}ﬂmm- Pemibe dan Pilkadn e " - e

Pemilu lewar Persdan Media

Tﬂmmmmlm—mmmmmmmmumm
i. ﬁupn&hwhﬁujmduTumT:hﬁLmnw‘ KPU Kabupaten Tabanan sebesar
Rp. 12.693.200.000,- ;

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Pobitik
sebesar Bp, 516,700 -

mmwmmmwmmwﬁmm:
Kernngka Pendanaan Program xmxmme“m.rmm::mu-zmw

No | ProgramvKegin | Sasaran Program dalamjuta rupinh Jumlah
tan (outcome) Sasuran 2015 rmm 2007 [ 2018 | 2019
thun{qtml
5
1 076.01.00 SasaranProgram 163 [ 2729 [ 2,735 | 2.850 | 2737 126933
dukungan Manajemen e K 5
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
| Kab. Tabanan
2 076,001.06 Sasarin Program 198 37.7 |38 214 29 5167
Demokrasi
don Perbaikan Proses

Sdmﬁmﬂthnmmmmmwuhmmmu—mwmmmm

mmﬁmmlﬂwTﬂm selama 5 Tahun (2015-2019)

No | Program/Kegia | Sasaran Program dalamjuia rupiah ) Jumiah
tan (outcome) Sasaran 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Kegiatan (outcome)

1 76,0101 SasaranPragram 1632 | 2720 | 2735 [ 3859 | 2.737 | 12.603.2
5




3357 Pclaksanman Manajemen | 280 | 66 | &7 75 77 214
EELT] Pembinaan SDM 3 Z 3 EX 155

F

3360 Penyelenggaraan 478 | 492 | 495 S04 502 2.467

Mo | Program/Kegia Sasaran Program Alokasi{ dalamjuta Jumlah
tan (outcome) Sasarnn 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019
Kegintan (outcome)
Indikatork

1 076.01.01 SasaranProgram 1632 | 2729 | 2735 [ 2859 | 2.737 12.68032

Kegiatan 3355: Peloksanaan Akuntabiliizs LI | 2150 [ 2155 [ 2261 | 2.14% 9.R21
i

3 23 25 3i 25 137

L0632 | 2006 | 2111 | 2310 | 2207 | 9.697

Kegiatan 3356: Fasilitesi Pengelolnan Data, ] 11 17 13 125 [392

‘SasaranKcgiatan ] o8 109 |1 [ 1,7
{output)] Terfasilisinya
Pengelolann Data dan
Dokumen Kebutuhan
Logistik Pemilu

= 03 033 |05 0.5 1,65

Sasarank egiatmny
- (output)2 Terlaksananya
Pengendalian dan




Kegiaton 3337: Pelaksangan Manajemen
Perencanzan dan

Sasaran Kegiatan
{outpast) 1 T
ersedismyn

73

214

dan Data

i3

33

35

156

SasaranKcgiatan
(outpat) 2 Tersusunnya
Laporan Pelaksanaan

7

Sasarankegiatan
(ouiput) 3 Terwujudmyn
Sistem Aministrasi
Pemvelenggaran Pemils
ymng tertib, Efekiif dan
Efisien

12

35

15,5

0.7

A

1.3

478

500

S0

2467

Milik Negarn

T}

14,5

15

75,5

SasaranKegiatan
{output) 2 Terwujudnys
pengelolaan Persediaan
(Stock Opname)

12

SasarnnKegisian
(output) 3 Tersedianya
Laporan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemerikszan Laporan
BMM

2.5




{ourtpur) 4

- SassranKegiatan 45 | W6  [471 | 473|475 [2330

tan {outcome) Sasarnan 2015 | 2016 (2017 [ 2018 [ 2019

T | 076.01.06 SwsarunProgram 198 |37 (38 |21 |20 | 5167

= PerbaikanProses ; —
Fegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan 13,8 2 14 4
Rancangan Peraturan KPLI,

Perundang-wndnngan
_MHMF_-‘ILEM
1.5 59 1.5 I3 ]
Sasarankegiatan

~undangan
Pemilu dan Pemily kada

Kegiatan 3364 ; Pedoman Petunjuk Teknis dan | 195 | 339 | 33 200 |23
- Bimbingan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publi
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Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kuobupaten Tabanan tahun 2015 — 2019
adalah dekumen perencansan § (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi
Pemilihen Umum dan seluroh  unit kerjn termnsuk KPU Kabupaten/Kota di Bali dalam
menentukan rencana strategik dan rcanl-j-myi schingga konsisten dengan sasaran prioritas
pembangunan dan pemerintahan. Rencans strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran,
dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kyrun wakiu § {lima) tahun mendatang.
Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudian selams kurun waktu
tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umunm ishun 20015 — 2019 jnj dilampiri
puls dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum sertn matriks kerangka
regulasi.

Rencana Sirategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen
bersamn seluruh wnit kerja baik KPL Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten/Kota uniuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesua dengan
farget yang ditetapkan dalam RPIMMN 2015 —2019. Hencana sirategis ini tidak aken berarti
apapun, epabila tidak dijsdikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi
pada kinerja demi terwujudnyn Bali Samrih lan Jagadhita. Oleh karena itu, dokumen Rencann
strategis ini harus ditindaklanjut dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan
Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implamentasi dari target kinerja vang
telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisl Pemiliban Umum
Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019 inl disusun, semogs Rencana Strategis  Komisi
Pemilihan Umum untuk § (lima} tahun mendatang dapat terwujud.

Tabanan, 29 Pebruari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
' KABUPATEN TABANAN

TTD
LUH DARAYONI
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